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Dalam mewujudkan Good Governance, Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus di implementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilatas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah kepada Bupati. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-I) sebagai bentuk penerapan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.
LKj-IP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun  2019  yang diformulasikan dari hasil kinerja sub unit pelayanan administrasi perkantoran serta pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan atau bidang-bidang yang menjalankan fungsi peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan disiplin, peningkatan kapasitas sumberdaya, pembinaan dan pengembangan aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
	LKj-IP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Bidang dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
Penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan peningkatan pengembangan dan pembinaan sumberdaya aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2019 dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja BKPP Kabupaten Berau Tahun 2019. Perjanjian Kinerja ini, memuat sasaran dan  target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional dalam peningkatan kapasitas serta pengembangan dan pembinaan sumberdaya aparatur. Materi Perjanjian Kinerja Tahun 2019,  disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran  (KUA) serta  Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Tahun 2019. 
	LKj-IP Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2019  di susun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Plaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah dan juga mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
LKj-IP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.
	Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis(Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Pada Tahun 2019 ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau melaksanakan 7 (tujuh) sasaran, 5 (lima) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan, sebagai wujud akuntabilitas BKPP Kabupaten Berau dalam melaksanakan mandat sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara BKPP Kabupaten Berau dengan Bupati Berau, sebagai berikut :
· Sasaran I : Terwujudnya ASN yang profesional yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :
1. Jumlah Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang mengikuti Diklat
2. Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
3. Jumlah ASN yang mengikuti Seleksi  Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
4. Jumlah CPNS yang mengikuti Latihan Prajabatan Golongan II dan III / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS
5. Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
· Sasaran II : Meningkatnya kualitas pendistribusian Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu  :
1. Jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan Kompetensinya
2. Presentase kesesuaian penempatan jabatan eselon
· Sasaran III : Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disiplin yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
1. Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang diproses berdasarkan Peraturan perundang-undangan
2. Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin PNS berdasarkan Undang-undangan
3. Jumlah Aparat yang mengikuti bimbingan kinerja dan smber daya
· Sasaran IV : Terwujudnya sistem rekrutmen yang ideal yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi (seleksi penerimaan CPNS)
· Sasaran V : Terwujudnya excellent service bidang kepegawaian. Pada sasaran V terdiri dari 6 (enam) kegiatan  yaitu :
1. Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun  dan klaim tepat waktu ( Pengurusan SK Pensiun dan Klaim tepat waktu)
2. Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu, Taspen 
3. Jumlah Penyelesaian Izin perkawinan dan perceraian bagi PNS
4. Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Satya bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
5. Jumlah kecamatan yang dilakukan Monitoring
6. Jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat
· Sasaran VI : Meningkatnya keakuratan dan kemutakhiran data base kepegawaian terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Jumlah PNS yang termutakhir dalam SAPK
· Sasaran VII : Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan BKPP terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan yang tersusun
2. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kinerja SKPD
Secara umum dapat kami jelaskan bahwa dari beberapa sasaran yang telah diuraikan diatas terdapat  7  (tujuh) sasaran,  36 Indikator kinerja dengan 5 program  yang tertuang dalam 36 kegiatan. Dari seluruh Sasaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2019 dapat dikategorikan Sangat Berhasil  atau 87,85%
Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena adanya kerjasama yang baik dari seluruh aparatur di BKPP Kabupaten Berau serta dukungan dari instansi terkait.  Secara keseluruhan, Indikator Sasaran tersebut diatas tentunya masih memiliki kelemahan-kelemahan yang diakibatkan oleh perubahan peraturan perundangan undangan di bidang kepegawaian.





	No.
	Sasaran strategis
	Jumlah Indikator Kinerja
	Rata-rata capaian kinerja
	Predikat

	1
	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional
	5
	92,5
	Berhasil

	2
	Meningkatnya kualitas pendistribusian Aparatur Sipil Negara
	2
	92,5
	Berhasil

	3
	Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disiplin
	3
	87,5
	Berhasil

	4
	Terwujudnya system rekruitmen yang ideal
	1
	92,5
	Berhasil

	5
	Terwujudnya excellent service bidang kepegawaian
	6
	87,5
	Berhasil

	6
	Meningkatnya keakuratan dan kemutahiran database kepegawaian
	1
	77,5
	Berhasil

	7
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan BKPP
	2
	85
	Berhasil

	
	Rata-rata capaian kinerja
	87,85


 
Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 13.529.613.553,- atau mencapai 91,20% dari seluruh total anggaran yang berjumlah Rp. 14.835.252.000,-
Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dalam rangka melaksanakan regulasi kepegawaian sesuai Undang-undang Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi dan produktifitas kinerja Badan antara lain :
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